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BUPATI WAJO 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 
NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang 

efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja 
pemerintahan dan pelayanan publik perlu dibentuk 

struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah kabupaten wajo; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan 

mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, tugas 
dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis 

operasional bidang Pasar, perlu dilakukan 
penyesuaian beberapa ketentuan dalam pasal terkait 

Bidang Pasar sehingga perlu ubah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

SALINAN 
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Mengingat      :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601)sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  

5. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2024 
Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 7079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016  

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 163); 
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN    BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 7  Tahun 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar 

pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 4 

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3  ayat (1) huruf a mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pelayanan teknis operasional dibidang pasar 
yang meliputi perencanaan pengelolaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan 
dan pengendalian serta pengawasan sesuai 
dengan kewenangan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyusun rencana program kerja dan 
kegiatan UPT Pasar; 

b. melaksanakan kegiatan pengawasan, 

pengendalian pengelolaan pasar; 
c. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan 

dan pembinaan, pemeliharaan, 

pengembangan, pengamanan dan 
kebersihan pasar; 

d. melaksanakan urusan dan ketatausahaan 
dan rumah tangga UPT Pasar; 

e. melaksanakan pelayanan pengaduan 

pedagang terkait pengelolaan pasar;  
f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi 

pelaksanaan tugas bawahan; 

g. mendistribusikan surat yang berhubungan 
dengan retribusi dan pembukuan; 

h. melaksanakan pencatatan penerimaan/ 
pembayaran/pemungutan dan penyetoran 
retribusi; 

i. melaksanakan pemungutan dan 
penyetoran retribusi, sewa toko/kios pada 

pasar sesuai ketentuan yang berlaku; 
j. menerima, memantau dan mencatat bukti 

penerimaan dan pengeluaran hasil 

pungutan; 
k. meneliti dan mencatat nota permintaan 

benda berharga dan bukti setoran UPT 

Pasar; 
l. melaksanakan pengembangan kompetensi 

pengelola sarana dan prasarana pasar; 
m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
n. melaksanakan evaluasi dan melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas/kegiatan UPT 
Pasar; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8 

(1) Pejabat manajerial dan Pejabat Non manajerial 
serta seluruh personil dalam lingkungan UPT 
Pasar,  melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, 
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 

simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta 
efisiensi dan efektifitas. 
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(2) Pejabat Manajerial dalam lingkup UPT Pasar 
mengembangkan koordinasi dan kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
instansi pemerintah/swasta terkait dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan 

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPT Pasar. 

(3) Kepala UPT Pasar dan Kepala Bidang 

Pengelolaan Pasar Dinas  tetap melakukan 
koordinasi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. 

 
Ditetapkan di Sengkang 
Pada tanggal, 14 Mei 2025 

BUPATI WAJO, 
 
       Ttd  

 
ANDI ROSMAN 

Diundangkan di Sengkang 
pada tanggal, 14 Mei 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  

 
      Ttd  

 
ARMAYANI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 18 
 
 

 


